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ABSTRAK
Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi fenomena sosial yang kerap terjadi di Indonesia, meskipun secara normatif telah diatur pembatasannya dalam peraturan perundang-undangan. Praktik ini menimbulkan berbagai dampak, baik dari aspek hukum maupun kesehatan, terutama terhadap anak sebagai pihak yang rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah umur berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak anak, khususnya hak atas perlindungan, pendidikan, dan kesehatan. Dari perspektif hukum perkawinan, praktik ini bertentangan dengan batas usia minimum perkawinan yang bertujuan menjamin kesiapan fisik dan mental calon mempelai. Sementara itu, dari sudut pandang hukum kesehatan, perkawinan dan kehamilan pada usia anak berisiko menimbulkan dampak kesehatan serius, baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum serta peran aktif negara dan masyarakat dalam mencegah perkawinan anak demi menjamin perlindungan hukum dan kesehatan anak secara optimal.

Kata Kunci: Dampak Hukum, Perkawinan Anak di Bawah Umur.
. 
Pendahuluan
Perkawinan anak merupakan salah satu isu krusial yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan perubahan regulasi melalui revisi Undang-Undang Perkawinan, praktik perkawinan anak tetap terjadi di berbagai daerah. Data BPS dan BKKBN menunjukkan bahwa sebagian besar kasus terjadi karena alasan ekonomi, budaya, serta pandangan keagamaan yang masih memberikan ruang bagi praktik tersebut. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dan realitas sosial di masyarakat.[footnoteRef:0] [0:  Samutri, E., Bunga Rampai Etika dan Hukum Kesehatan (Yogyakarta: Alma Ata, 2023), hlm. 15.] 

Dari sisi hukum, Undang-Undang Perkawinan telah menegaskan batas usia minimal untuk menikah. Namun, peluang untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan sering kali dimanfaatkan, sehingga tujuan utama pembatasan usia tidak sepenuhnya tercapai.[footnoteRef:1] Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan mengatur hak setiap orang, termasuk anak, untuk mendapatkan perlindungan kesehatan secara menyeluruh. Keduanya seharusnya saling mendukung, tetapi dalam praktik masih ditemukan kontradiksi, terutama ketika alasan dispensasi perkawinan tidak mempertimbangkan dampak kesehatan reproduksi pada anak yang dinikahkan.[footnoteRef:2] [1:  Thalib, A., Hukum Perkawinan (Pekanbaru: UIR Press, 2024), hlm. 40.]  [2:  Siregar, R.A., Hukum Kesehatan Jilid I (Jakarta: Ubhara Jaya Press, 2020), hlm. 28.] 

Perkawinan anak membawa dampak multidimensional. Dari perspektif kesehatan, perkawinan pada usia dini berpotensi menimbulkan masalah serius seperti risiko kehamilan remaja, meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, serta terhambatnya tumbuh kembang anak secara fisik maupun mental.[footnoteRef:3] Risiko komplikasi kehamilan pada usia di bawah 18 tahun juga lebih tinggi dibandingkan perempuan dewasa, sehingga membuktikan bahwa perkawinan anak bukan hanya persoalan moral atau hukum, tetapi juga masalah kesehatan Masyarakat.[footnoteRef:4] [3:  Kana, Y.N.R., Dasar Kesehatan Reproduksi (Jakarta: STIKES Mitra Keluarga, 2024), hlm. 55.]  [4:  Soedjarwo, dkk., Dasar-Dasar Kesehatan Reproduksi (Jakarta: Eureka, 2024), hlm. 112.] 

Dari perspektif hukum, perkawinan anak memunculkan persoalan status hukum, hak perdata, dan perlindungan anak sebagai individu yang seharusnya masih berada dalam bimbingan orang tua. Dalam praktik, perkawinan anak seringkali menimbulkan kasus perceraian di usia muda, permasalahan hak asuh anak, hingga potensi kekerasan dalam rumah tangga.[footnoteRef:5] Hal ini menunjukkan bahwa dampak hukum dari perkawinan anak tidak dapat dianggap remeh karena menyangkut keberlanjutan kehidupan keluarga dan perlindungan hak-hak sipil anak. [5:  Hermanto, A., Hukum Keluarga Islam (Jakarta: Litnus, 2021), hlm. 73.] 

Selain itu, terdapat pula aspek sosial-ekonomi yang memperburuk kondisi. Banyak anak yang dinikahkan kehilangan hak atas pendidikan dan kesempatan berkembang sesuai usianya. Hal ini pada akhirnya menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, karena anak perempuan yang menikah di usia dini lebih rentan tidak melanjutkan sekolah dan bergantung secara ekonomi kepada pasangannya.[footnoteRef:6] Situasi ini semakin menguatkan alasan bahwa perkawinan anak bukan hanya isu personal, tetapi menyangkut kepentingan bangsa dalam menyiapkan generasi yang sehat dan produktif. [6:  Kementerian Kesehatan RI & UNFPA, Modul Kesehatan Reproduksi Remaja (Jakarta: Kemenkes, 2021), hlm. 21.] 

Kajian mengenai perkawinan anak perlu dilakukan secara lintas-bidang. Hukum perkawinan memberikan kerangka normatif tentang usia dan legalitas, sedangkan hukum kesehatan memberikan dasar perlindungan terhadap hak kesehatan anak, khususnya terkait kesehatan reproduksi. Ketika keduanya dipadukan, akan terlihat sejauh mana kebijakan hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kesehatan, serta dampak nyata yang timbul akibat praktik perkawinan anak di bawah umur.
Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat sah dan administrasi perkawinan, termasuk batas usia minimal serta mekanisme dispensasi. Fokus utama pengaturan tersebut adalah pada aspek legalitas dan tertib administrasi perkawinan. Di sisi lain, Undang-Undang Kesehatan menitikberatkan pada pemenuhan hak atas kesehatan secara menyeluruh, termasuk upaya preventif terhadap risiko kesehatan yang dapat membahayakan individu. [footnoteRef:7]Dalam konteks perkawinan anak, kedua rezim hukum ini seharusnya berjalan selaras, karena pembatasan usia perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan preventif terhadap risiko kesehatan dan sosial yang mungkin timbul. [7:  Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017. oekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2014.] 

Namun demikian, persoalan muncul ketika pemberian dispensasi perkawinan tidak disertai dengan pertimbangan medis dan psikologis yang komprehensif. Secara normatif, pengadilan memang memiliki kewenangan untuk mengabulkan dispensasi dengan alasan tertentu. Akan tetapi, jika alasan tersebut lebih didasarkan pada tekanan sosial atau pertimbangan moral tanpa memperhatikan aspek kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, maka terjadi potensi disharmonisasi antar peraturan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara sistem hukum, belum terdapat mekanisme yang secara eksplisit mengintegrasikan pertimbangan kesehatan sebagai syarat substantif dalam pemberian dispensasi perkawinan anak.[footnoteRef:8] [8:  Waluyadi. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2011.] 

Dari sudut pandang teori hukum, keadaan ini dapat dianalisis melalui pendekatan sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi vertikal berkaitan dengan kesesuaian antar norma dalam hierarki peraturan, sedangkan sinkronisasi horizontal berkaitan dengan keselarasan antar undang-undang yang setingkat. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kesehatan berada pada tingkat yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keduanya harus ditafsirkan secara sistematis agar tidak menimbulkan konflik norma. Apabila dalam praktik terjadi pengabaian terhadap hak kesehatan anak demi memenuhi formalitas legalitas perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap anak belum dilaksanakan secara optimal.[footnoteRef:9] [9:  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan] 

Selain itu, analisis hukum terhadap dampak perkawinan anak juga perlu mempertimbangkan asas perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Perkawinan anak berpotensi membatasi hak anak atas pendidikan, kesehatan, serta perkembangan diri. Dalam perspektif hukum kesehatan, setiap kebijakan atau tindakan yang berisiko menimbulkan gangguan kesehatan seharusnya dicegah sedini mungkin. Oleh karena itu, apabila perkawinan anak terbukti secara medis meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, gangguan psikologis, serta dampak kesehatan jangka panjang, maka negara memiliki kewajiban hukum untuk memperkuat regulasi dan implementasinya guna meminimalkan risiko tersebut.
Lebih jauh, analisis ini juga penting untuk melihat apakah pengaturan yang ada telah memenuhi prinsip keadilan substantif. Secara formal, perkawinan anak yang telah memperoleh dispensasi pengadilan dianggap sah menurut hukum. Namun, secara substantif, perlu dipertanyakan apakah keabsahan tersebut benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan anak. Apabila legalitas justru membuka ruang terhadap potensi kerugian fisik dan mental, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas norma yang berlaku.[footnoteRef:10] [10:  Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.] 

Dalam konteks penegakan hukum, peran aparat penegak hukum, khususnya hakim, menjadi sangat strategis. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia, termasuk hak anak atas kesehatan. Oleh karena itu, pertimbangan dalam memutus perkara dispensasi perkawinan seharusnya melibatkan pendekatan multidisipliner, termasuk rekomendasi tenaga kesehatan atau psikolog. Integrasi ini akan memperkuat keselarasan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kesehatan dalam praktik peradilan.
Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali lebih dalam hubungan antara norma hukum dan dampak kesehatan yang timbul, serta merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat harmonisasi regulasi. Dengan pendekatan normatif-yuridis yang diperkaya dengan perspektif kesehatan masyarakat, diharapkan dapat ditemukan formulasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berpihak pada perlindungan anak secara menyeluruh.[footnoteRef:11] [11: ] 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan judul “Analisis Hukum Dampak dari Perkawinan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari UU Perkawinan dan UU Kesehatan” dipilih untuk mengkaji lebih dalam hubungan kedua rezim hukum tersebut. Fokus penelitian ini diarahkan pada identifikasi celah hukum, dampak kesehatan yang ditimbulkan, serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperkuat perlindungan anak. Dengan pendekatan normatif-yuridis yang diperkaya data kesehatan, diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga relevan secara praktis dalam mendorong kebijakan publik yang lebih berpihak pada perlindungan anak.[footnoteRef:12] [12:  Fajriyah, I.M.D., “Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Kasus Putusan Hakim,” Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 55.] 


Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian hukum normatif membantu memberikan argumen yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Ini juga berarti bahwa penelitian hukum normatif menjaga aspek penting dari keilmuannya sebagai ilmu normatif yang sui generis.[footnoteRef:13] [13:  I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum NOrmatif, Dalam Justifikasi Teori Hukum, Predana Media Group: Jakarta, 2019, hlm 12. Moh. Askin dan Masidin, Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim Sebuah Langkah Utama Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Makalah), Kencana: Jakarta, 2023.hlm 17,18.] 

Peneliti yang menggunakan pendekatan perundang-undangan harus memahami struktur dan dasar peraturan perundang- undangan. Peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, adalah peraturan yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan [footnoteRef:14]memuat aturan umum yang mengikat. Pendekatan perundang-undangan berarti memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum tersebut Metode ini diterapkan dengan memeriksa semua peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas (diteliti). [14: ] 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah (UU No. 16 Tahun 2019) adalah Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan batas usia minimal pria dan wanita 19 tahun, dan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur pengajuan dispensasi perkawinan di pengadilan bagi yang belum mencapai usia tersebut. Sementara itu, UU Kesehatan dan undang-undang terkait perlindungan anak seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang direvisi oleh UU No. 35 Tahun 2014,  juga menjadi bahan hukum primer karena mendefinisikan anak dan mengamanatkan perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur, yang merupakan pelanggaran hak anak. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.
Analisis penelitian normatif adalah preskriptif, yang berarti bahwa memberikan bukti untuk temuan penelitian. Argumen dilakukan untuk memberi tahu orang apa yang benar atau salah menurut hukum (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti). Ini terkait juga dengan cara penelitian hukum normatif menganalisis bahan hukum.42

Hasil dan Pembahasan
Perlindungan hukum mengenai perkawinan anak di bawah umur di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini merupakan respon negara terhadap berbagai kritik akademik, sosial, dan konstitusional terkait praktik perkawinan anak yang selama ini masih berlangsung di masyarakat. Penyeragaman batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun juga dimaksudkan untuk menghapus ketimpangan dan diskriminasi gender yang sebelumnya terdapat dalam ketentuan lama, dimana perempuan diperbolehkan menikah pada usia yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.  Secara fungsional, penetapan usia minimal 19 tahun bertujuan untuk menjamin adanya kematangan fisik, mental, dan psikososial bagi calon suami dan istri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. 
Anak yang belum mencapai usia tersebut pada umumnya masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial, sehingga secara objektif belum sepenuhnya siap memikul tanggung jawab sebagai pasangan dalam rumah tangga[footnoteRef:15]. Dari perspektif hukum hak asasi manusia, perkawinan anak dianggap sebagai pelanggaran hak anak karena menghambat perkembangan hak sipil dan pendidikan anak, dimana banyak anak yang menikah di bawah umur kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan lanjutan dan hak-hak lain yang melekat pada fase perkembangan anak yang seharusnya dilindungi oleh hukum nasional. Dalam perspektif hukum kesehatan, beberapa peneliti menegaskan bahwa harus ada integrasi antara hukum perkawinan dengan layanan kesehatan reproduksi, sehingga pernikahan anak dibawah umur yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan tidak dilindungi oleh standar pelayanan kesehatan dari pemerintah.  [15:  Simarmata, A. N., & Mulyasari, N. (2023). Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Akibat dan Implikasi Hukum Perkawinann Anak. Jurnal Dedikasi Hukum,2(1), 1–12. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/19047 ] 

Ketentuan hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak turut menjadi rujukan normatif dalam kajian hukum Indonesia tentang perkawinan anak, yang mempengaruhi interpretasi UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak untuk lebih menekankan hak anak atas perkembangan yang sehat secara fisik dan mental. Secara keseluruhan, ketentuan hukum nasional tentang perkawinan anak di bawah umur merupakan bagian dari sistem hukum yang kompleks dimana harmonisasi UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan prinsip hukum kesehatan harus dipastikan berjalan seiring untuk melindungi anak dari risiko hukum, sosial, dan kesehatan yang dapat terjadi akibat pernikahan di bawah umur.
Putus sekolah akibat perkawinan dini berdampak langsung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Anak yang tidak menyelesaikan pendidikan formal memiliki keterbatasan dalam pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Keterbatasan pendidikan juga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan keluarga yang dibangun dari perkawinan anak. Pasangan muda yang minim pendidikan dan keterampilan cenderung memiliki penghasilan rendah dan tidak stabil. Akibatnya, mereka rentan terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga berdampak pada pola asuh anak di generasi berikutnya. Orang tua yang menikah dini sering kali kurang memiliki pemahaman mengenai kesehatan, gizi, dan pendidikan anak. Hal ini dapat menyebabkan terulangnya pola perkawinan anak dan ketertinggalan sosial dari generasi ke generasi.
Perkawinan anak juga memberikan dampak ekonomi yang berkepanjangan karena anak yang menikah dini cenderung tidak memiliki peluang kerja yang baik, sehingga menghasilkan ketergantungan ekonomi pada pasangan atau keluarga besar, yang mempengaruhi stabilitas hidup keluarga dan kesejahteraan anak tersebut di masa depan[footnoteRef:16]. Secara keseluruhan, dampak hukum dan kesehatan perkawinan anak di bawah umur membentuk lingkaran masalah yang saling memperkuat satu sama lain, di mana kerentanan hukum memperburuk kondisi kesehatan dan sebaliknya risiko kesehatan memperparah kondisi sosial dan ekonomi anak yang menikah dini, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan layanan kesehatan serta advokasi sosial yang kuat. Kesimpulan dari berbagai penelitian jurnal terkini menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah umur tidak hanya merupakan persoalan hukum formal semata, tetapi merupakan fenomena multidimensional yang berdampak drastis terhadap hak anak, kesehatan reproduksi, perkembangan psikososial, pendidikan dan masa depan generasi muda, yang menuntut sinergi regulasi hukum, penegakan hukum yang efektif, sosialisasi masyarakat, serta layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan anak. [16:  Fajar, M., & Kartika, L. (2023). Fiqh Analysis of the Age Limit for Marriage and Its Implications for Children’s Welfare. Indonesian Journal of Islamic Law, X(X), 101–120. https://ijil.uinkhas.ac.id/index.php/IJIL/article/view/2040 ] 


Kesimpulan
1. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum mengenai perkawinan anak di bawah umur di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Penetapan batas usia ini bertujuan untuk menjamin kematangan fisik, mental, dan psikososial calon mempelai serta sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak agar tidak menjadi korban praktik perkawinan dini. Selain itu, ketentuan tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan yang menekankan pentingnya perlindungan hak anak, termasuk hak atas kesehatan reproduksi dan tumbuh kembang yang optimal.
2. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak di bawah umur menimbulkan berbagai dampak hukum dan kesehatan yang signifikan. Dari aspek hukum, perkawinan anak berpotensi melanggar hak-hak dasar anak, khususnya hak atas pendidikan dan perlindungan hukum, serta menimbulkan ketidakpastian terkait kecakapan hukum anak dalam hubungan perdata. Sementara itu, dari aspek kesehatan, perkawinan anak meningkatkan risiko gangguan kesehatan reproduksi, komplikasi kehamilan dan persalinan, serta dampak psikologis seperti stres dan ketidaksiapan mental. Dengan demikian, perkawinan anak tidak hanya bertentangan dengan tujuan hukum perkawinan, tetapi juga membahayakan kesejahteraan dan masa depan anak.
[bookmark: _Toc221477945]Saran
1. Disarankan agar pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan memperketat penerapan ketentuan batas usia perkawinan serta lebih selektif dalam memberikan dispensasi kawin. Selain itu, diperlukan harmonisasi dan penguatan regulasi lintas sektor, khususnya antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Kesehatan, agar perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan di bawah umur dapat terlaksana secara efektif.
2. Disarankan agar pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai dampak hukum dan kesehatan dari perkawinan anak di bawah umur. Upaya preventif melalui pendidikan kesehatan reproduksi, peningkatan akses pendidikan, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat sangat diperlukan untuk menekan angka perkawinan anak dan menjamin terpenuhinya hak anak atas kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak.

Referensi
Buku
Aryani, A., dkk. (2024). Legal consequences of child marriage judging from Law No. 35 of 2014 concerning child protection. Legal Brief. 
Fajar, M., & Kartika, L. (2023). Fiqh analysis of the age limit for marriage and its implications for children’s welfare. Indonesian Journal of Islamic Law, X(X), 
Gunawan, S. O., & Bahri, S. (2023). Impacts of early childhood marriage in Indonesia viewed from child protection laws perspectives. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 6(2), 362–380.
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/20262
Musfianawati, M. (2022). Dampak perkawinan di bawah umur terhadap keberlangsungan pendidikan anak dalam keluarga. Jurnal Rechtens, 
Putri, J. A. A. (2023). Perkawinan anak di bawah umur dalam sudut pandang hak asasi manusia. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 
Rahmi, A. (2024). Perkawinan usia anak: Implikasi hukum dan upaya pencegahannya. Jurnal Sanksi, 
Rapitah. (2024). Ancaman pidana terhadap pelaku perkawinan dengan anak di bawah umur. Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 
Romadoni, R., & Sulistyowati, H. (2023). Perlindungan hukum untuk anak dari dampak pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Jenawi. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory,
Simarmata, A. N., & Mulyasari, N. (2023). Peningkatan kesadaran masyarakat tentang akibat dan implikasi hukum dari perkawinan anak. Jurnal Dedikasi Hukum, 
Yulestari, R., dkk. (2022). Perkawinan anak di bawah umur: Pelanggaran HAM dalam konteks perjodohan oleh orang tua. Judicatum, 
Abror, H. Khoirul. Hukum Perkawinan dan Perceraian. Prenada Media, Jakarta, 2020.
Hermanto, A. Hukum Keluarga Islam. Litnus, Jakarta, 2021.
Kana, Y.N.R. Dasar Kesehatan Reproduksi. STIKES Mitra Keluarga, Jakarta, 2024.
MWN MH. Hukum Perkawinan di Indonesia. Monograf, Jakarta, 2022.
Samutri, E. Bunga Rampai Etika dan Hukum Kesehatan. Alma Ata, Yogyakarta, 2023.
Siregar, R.A. Hukum Kesehatan Jilid I. Ubhara Jaya Press, Jakarta, 2020.
Soedjarwo, dkk. Dasar-Dasar Kesehatan Reproduksi. Eureka, Jakarta, 2024.
Sri Hernawati Sirait. Dasar-Dasar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga. Prenada Media, Jakarta, 2024.
Susanto, E. Hukum Kesehatan. Kencana, Jakarta, 2023.
Thalib, A. Hukum Perkawinan. UIR Press, Pekanbaru, 2024.
Zaelani, H. Hukum Perlindungan Anak. Prenada Media, Jakarta, 2023.
Kementerian Kesehatan RI & UNFPA. Modul Kesehatan Reproduksi Remaja. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2021.
UNICEF Indonesia. Child Marriage in Indonesia: Progress on Ending Child Marriage. UNICEF Indonesia, Jakarta, 2020.
BPS & UNICEF. Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Anak di Indonesia. BPS, Jakarta, 2020.
WHO. Adolescent Pregnancy: Issues in Adolescent Health and Development. World Health Organization, Geneva, 2020.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Jurnal/Artikel
Afrilia, N.A., “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Secara Yuridis.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53, No. 1 (2023): 12–25.
Fajriyah, I.M.D., “Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Kasus Putusan Hakim.” Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, Vol. 2, No. 2 (2023): 55–70.
Lestari, A.D., & Wulandari, T., “Harmonisasi Regulasi Perkawinan Anak di Indonesia.” Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 12, No. 2 (2022): 145–160.
Wahyuni, L.A.S., “Implementasi Penetapan Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Perlindungan Anak.” Jurnal Yustisia, Vol. 9, No. 1 (2023): 101–115.
Susanto, E., “Perspektif Etika dalam Penegakan Hukum Kesehatan di Indonesia.” Jurnal Etika dan Hukum Kesehatan, Vol. 4, No. 2 (2023): 45–60.
Purna yudha, leza Lombok, isye melo, “ANALISIS HUKUM PENGATURAN PEMBINAAN NARAPIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN,” https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/4316#google_vignette

1[image: Creative Commons License]http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura


image1.png




